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Dalam bal putusan Mahkamah Agung tingkat pcninjauan kembali yang 
telah merima secara formal pennintaan pcninjauan kembali yang diajukan oleb 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) ada.lah merupakan terobosrui baru bagi dunia hukum 
di lndonesia,untuk mcneapai keadilan dan kebenaran bukum yang bertujuan pada 
kepentingan umum. Olch karenanya, putusan Mahkarnah Agung tingkat 
peninjauan kembali tersebut, merupakan legitimasi bagi kejaksaan Negeri 
Gunungsitoli untuk mengajukan peninjaUllII kembali kc Mabkarnah Agung atas 
putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: I 5/Pid.B/201 O/PN-GS. 

Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah: Bagaimanakah kajian 
bukum tentang Peninjauan Kembali; hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan 
kembali (PK); untuk meneapai keadilan dan kebenaran bukum, Jaksa melakukan 
terobosan dalam putusan No: 15/Pid.B/2010/PN-GS. 

Hasil penelitian dalam mengajukan upaya bukum luar biasa Peninjauan 
Kembali oleb Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah:di dasari pads Pasal 263 ayat 
(I) KUHAP dengan syarat-syarat yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (2) 
KUH.AP. Sedangkan bak penuntut umum untuk mengajukan upaya bukum luar 
biasa ke Mallkamah Agung telah dilegitimasi oleb Putusao Mahkamah Agung 
tingkat Peninjauan kembali Nomor: SS PK/Pid/1996, tanggal 2S Oktober 1996. 
Kemudian Pasal 268 ayat (3) KUHAP banya memberi kesempatan satu kali saja 
unruk mengajukan PK ke Mahkarnah Agung, Selanjutnya untuk mencapai 
keadilan dan kebenaran bukum, JPU dapat mengajukan permohonan peninjauan 
hmbali ke Mabkamab Agung atas putusan Nomor: 15/Pid.B/2010/PN-GS salah 
sanmya di dasari Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
KEP - 503 A I J.A I 12 / 2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan 
Penga""'asaD Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan: Agar 
rc--r:x-nntah tetap konsistcn pada hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud 
di dalam Pasal 263 ayat (I) clan tidak memberikan kesempatan kepada JPU untuk 
IDC!!b3iukan upaya bukum luar biasa peninjauan kembali karena haJ itu 
benentangan dengan Pancasila clan Undang-Undang Dasar I 94S. Oleh karena itu 
da?am mcncapai keadilan don kebenamn hukum untuk kepentingan umum, maka 
pcl!ICnntah barus memperhatikan peningkatan sumber daya par'.i penegak hukurn. UNIVERSITAS MEDAN AREA




